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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGARSIPAN BERKAS PERKARA



1. Memahami tentang proses pengarsipan perkara
banding

2. Memiliki kemampuan dalam pengarsipan perkara
banding

3. Mampuberkoordinasi dengan semua pihak terkait

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Tentang
Aparatur Sipil Negara

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009; Tentang
Kekuasan Kehakiman

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang
MahkamahAgung

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006; Tentang Badan
PeradilanAgama

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan
ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009;

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :
KMAl001/SKl1991 Tentang Pola Pembinaan dan
PengendalianAdministrasi Perkara

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :
KMAl004/SKl1992 Tentang Kepaniteraan Pengadilan
Agama

8. Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
KMAl0321SKlIV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan

9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-
144/KMA/SKl1/2011 Tentang Pedoman Pelayanan
Informasidi Pengadilan

10. SK KMA No. 14SIKMAlSKlVIIV2017;
11. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun

2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung
dan Badan PeradilanAgama yang ada dibawahnya

12. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun
2014 Tentang PenyelesaianPerkara di Tingkat Pertama
dan Tingkat Banding Pada 4(empat) lingkungan
Peradilan

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

14. PERSEKMANo. 002 Tahun 2012;
15. Surat Di~enBadilag Nomor 13521DjAlHM.02.3/6/2016;
16. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022

tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan
Persidangandi Pengadilansecara Elektronik;

17. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Jakarta Nomor W9-Al2149/Hk.OSI7I2023 tentang
PenyelesaianPerkara.
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1. Jika SOP ini tidak dijalankan, maka pengarsipan perkara 1. Arsip Perkara Banding
banding tidak dapat be~alan dengan baik

2. Untuk berkas perkara yang sudah disimpan selama
30tahun dapat dipisahkan

3. Jika arsip berkas yang telah memenuhi syarat
penghapusanmaka arsip berkas perkara dapat dihapus
dengan membuat berita acara yang ditanda tangani
panitera dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama

4. Arsip perkara yang telah dihapus dilaporkan kepada
mahkamah agung dengan dilampiri berita acara
penghapusan

5. Penataan arsip perkara dalam box arsip diberi catatan
a. Nomor Urut Box
b. Tahun Perkara
c. Jenis Perkara
d. Nomor Urut Perkara

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Manual Mutu 1. Data-datapendukung
2. Komputer I printer I scanner I A1atTulis Kantor
3. BoxArsip
4. Lemari Arsip
5. Label

KETERKAITAN PERALATAN I PERLENGKAPAN



Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Petugas Panmud Keieng Waktu Output Ket

Arsip Hukum kapan
I Panmud Hukum menerima Berkas IS Berkas

berkas perkara dari Panrnud
-=~

perkara Menit perkara
Banding untuk diarsipkan dan
menyerahkan kepada Petugas
Arsip

2 Petugas Arsip menyiapkan

T Berkas 15 Berkaskeiengkapan box arsip perkara perkara Menit perkara,
box arsip

3 Petugas Arsip menyusun arsip Berkas 30 Berkas
berkas perkara sesuai dengan - perkara, Menit perkara,
situasi dan kondisi ruangan dan box arsip box arsip
menata perkara dalam box
arsip

4 Petugas Arsip Membuat daftar r Berkas 10 Berkas
isi yang ditempel dalam box

~
perkara, Menit perkara,bo

arsip box arsip x arsip,
daftar isi

5 Petugas Arsip menghimpun Berkas 10 Berkassalinan resmi putusan untuk perkara, Menit perkara,bodijilid dan menyimpannya di
~

box arsip, x arsip,perpustakaan untuk perkara daftar isi daftar isiyang sampai ke tingkat kasasi

6 Petugas Arsip memasukkan Berkas 10 Berkas
berkas perkara dalam box dan perkara, Menit perkara,bo
menyimpannya dalam rak yang - box arsip, x arsip,
telah diberi nomor daftar isi daftar isi

7 Petugas Arsip membuat Daftar Berkas 10 Arsip
lsi Rak (DIR) atau Daftar lsi perkara, Menit
Almari (OIL) _J box arsip,

daftar isi,
DIR

Waktu yang Dibutuhkan: 1 Jam 40 Menit

PENGARSIPAN BERKAS PERKARA


